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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 8 TAHUN 2020  

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU  

DI BIDANG INDUSTRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional 

melalui pemanfaatan gas bumi, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat 

(2), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, perlu 

mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas 

bumi tertentu di bidang industri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata 

Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu 

di Bidang Industri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4746);  

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4253) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan 

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi 

melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5308);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan 

Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5696); 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); 

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);  

11. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 
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12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 316); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi 

melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1943) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa 

pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1086);   

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNA 

DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi 

2. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan 

oleh Menteri yang dijadikan sebagai dasar penghitungan 

bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar 
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perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari 

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. 

3. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang 

ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang 

bergerak di bidang industri tertentu.  

4. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap 

yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan 

Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan 

Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi 

adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas 

Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi melalui pipa 

pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba. 

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas 

Bumi. 

8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK 

Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan 

kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi 

berdasarkan Kontak Kerja Sama di bawah pembinaan, 

koordinasi, dan pengawasan Menteri. 

9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk 

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui 

pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 

10. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat 

BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk 

untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian 
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